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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIREBON 
 

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111 

Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON 

  NOMOR : 6/KU.03.2/3274/2022 
 

TENTANG 

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING 

KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA CIREBON TAHUN 2022 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON, 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi pada Aplikasi Sistem Informasi 

dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) di lingkungan KPU 

Kota Cirebon, dipandang perlu untuk menunjuk operator 

SIMONIKA; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 

Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penunjukan 

Operator Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring 

Keuangan (SIMONIKA) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Cirebon Tahun 2022. 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

5. Peraturan . . .  
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6267);Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah; 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata 

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 

tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada 

Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2149); 

10. Peraturan . . . 

https://jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota


- 3 - 

 

 
jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan 

Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun 

Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1738); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 

tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian 

Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir 

Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1472) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran 

Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak 

Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1957); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 

tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan 

Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1025); 

15. Peraturan . . .  
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 

tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa 

Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1475); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 

tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam 

Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1286); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 

tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran 

Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855); 

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 786); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 

tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549); 

21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

 

22. Peraturan . . .  
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22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas 

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986); 

23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Petikan Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-

076.01.2.657192/2022, tanggal 17 November 2021 

 

               M E M U T U S K A N  : 

Menetapkan    : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

CIREBON TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI 

SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN  

(SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIREBON TAHUN 2022.  

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Dan 

Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022, yaitu : 

 Nama  :  ARIEF SURAHMAN, S.E. 

  NIP :  19840310 201012 1 003 

Jabatan  :  Pranata Keuangan APBN Penyelia 

KEDUA : Tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 

DIKTUM KESATU, sebagai berikut : 

a) Menyiapkan sumber data yang akan dipergunakan untuk 

menginput transaksi yang bersumber dari Sistem Aplikasi 

Satuan Kerja Modul Pejabat Pembuat Komitmen (Modul 

Surat Perintah Pembayaran); 

b) Menginput/memutakhirkan data setiap terjadinya 

transaksi keuangan; 

c) Mencetak laporan pada Aplikasi Sistem Informasi 

Monitoring Keuangan setiap akhir bulan; 

d) Menyampaikan laporan bulanan. 

KETIGA . . . 
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KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Operator selama 12 bulan 

terhitung pada bulan Januari 2022 s/d bulan Desember 2022. 

KEEMPAT :  Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan 

ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Bagian Anggaran 

076 Tahun Anggaran 2022. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada mulai ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di   Cirebon 

              pada tanggal    14 Januari 2022 

SEKRETARIS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIREBON, 
 
 

ttd. 
 

 
KRISHNAMONI 
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